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MOTO  

“ Elmu mah Moal Berat Dibabawa, Mangkana Kudu Nyiar Elmu Sing 

Luhur.” 

(ayahanda Alm.Yayat S.) 

 

“Ilmu Itu Tidak Berat Untuk Dibawa, Oleh Karena Itu Haruslah Menuntut Ilmu 

Setingi- Tingginya” 
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ABSTRAK 

E. Angga Permana, 201310117031, pelaksanaan Penerapan hukum  terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang- Undang 

Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi 

Penelitian ini meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan penerapan hukum  terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi dalam pengadan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Undang- 

Undang Nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

tindak pidana korupsi berdasarkan study kasus putusan Makhmah Agung Nomor 

614k/pid.sus/2014, adalah untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan hukum terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut sudah sesuai dengan 

perundangan- undangan yang berlaku apabila dihubungkan dengan kondisi force majeure dan 

bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada 

Pengadilan Negeri Nomor 14/PD.SUS/TPK/2013 dan Mahkamah Agung nomor 

614K/Pid.Sus/2014 terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan jasa 

Pemerintah terjadi di dinas Binamarga  dan Tata Kota di Kota Bekasi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif 

yang bersumber pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Dari hasil 

penelitian didapatkan bawasanya tidak semua masalah kesalahan proseduran atau  administrasi 

pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah  masuk ke ranah hukum Pidana namun bisa 

diselesaikan secara hukum Perdata.  

 

Kata Kunci : Korupsi, Penerapan Hukum, Pengadaan barang dan jasa. 
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ABSTRACT  

 

E. Angga Permana, 201310117031, implementation of the legal application of perpetrators of 

corruption in the administration of goods and services based on Law Number 20 of 2001 

concerning corruption 

 

This study examines how the implementation of the law applies to perpetrators of corruption in 

government goods and services based on Law Number 20 of 2001 amendments to Law No. 31 

of 1999 concerning corruption based on a case study of the decision of the Supreme Court 

Number 614k / pid .us / 2014, is to describe whether the implementation of the law against the 

perpetrators of corruption in the procurement of government goods and services is in 

accordance with the applicable legislation if it is associated with force majeure conditions and 

how the judges of the Corruption Court in the District Court Number are compared. 14 / 

PD.SUS / TPK / 2013 and the Supreme Court number 614K / Pid.Sus / 2014 for cases of 

Procurement Corruption Crimes Government goods and services occur in Binamarga and City 

Planning Offices in Bekasi City. 

This type of research is normative juridical legal research with descriptive characteristics 

derived from secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary 

legal materials and tertiary materials collected by means of literature study. From the results 

of the study it was found that not all problems of procedural or administrative errors in the 

procurement of Government goods and services entered the realm of criminal law but could be 

settled by Civil law. 

 

Keywords: Corruption, Application of Law, Procurement of goods and services,  
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